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MOTTO

Saya gandrung akan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, saya tidak mau
mengenal istilah pembatasan asli dan tidak asli, persukuan, serta pemencilan-
pemencilan yang berupa apapun dalam kesatuan tubuh bangsa Indonesia. *)

Etnis Tionghoa mempunyai akar sejarah lebih dari 500 tahun di bumi Nusantara,
merupakan bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. **’

*)  Presiden Sukarno dalam Jahja, J. 1991. Nonpri Di Mata Pribumi. Jakarta : Yayasan Tunas Bangsa.
**) Setiono, B. G. 2008. Tionghoa Dalam Pusaran Politik. Jakarta: TransMedia Pustaka.
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RINGKASAN

Perbandingan Implementasi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang
Kewarganegaraan Etnis Tionghoa Pada Masa Presiden Sukarno dengan Masa
Presiden Soeharto; Lukman Hakim; 090210302091; 2014: xiv dan 87 halaman;
Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan
IImu Pendidikan, Universitas Jember.

Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 merupakan sebuah
kebijakan kewarganegaraan pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, kemudian
dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pemerintah Indonesia
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, dengan tujuan agar warga
negaranya memiliki satu kewarganegaraan saja, karena pada saat itu pemerintah RRC
menggunakan ius sanguinis (keturunan), yang berarti semua orang Tionghoa adalah
warga negaranya.

Implementasi Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 pada masa pemerintahan
Presiden Sukarno, yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1961
Tentang Pengawasan Orang Asing dan peraturan perundang-undangan yang
mendukung pelaksanaan Undang-Undang Kewarganegaaan yaitu Undang-Undang
No. 9 Tahun 1961 tentang Kependudukan Orang Asing.

Sedangkan implementasi Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 pada masa
pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu Intruksi Presiden No. 2 Tahun 1980 Tentang
Bukti Kewarganegaraan Rl dan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1980 Tentang
Permohonan Pewarganegaraan RI. Persamaan dalam pelaksanaan Undang-Undang
No. 62 Tahun 1958 pada masa Presiden Sukarno dengan masa Presiden Soeharto
terletak pada kewajiban memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
(SBKRI) bagi etnis Tionghoa. SBKRI adalah kartu identitas yang memberikan
keterangan bahwa pemiliknya adalah warganegara RI, kebijakan negara cenderung
mendiskriminasikan etnis Tionghoa yaitu melalui PP No. 10 Tahun 1959 yaitu sebuah

kebijakan melarang etnis Tionghoa melakukan perdagangan di daerah pedesaan.
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Sedangkan perbedaan terletak pada masa Presiden Sukarno menerapkan kebijakan
integrasi (penyatuan), sedangkan pada masa Presiden Soeharto menerapakan kebijakan
asimilasi (pembauran).

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah latar
belakang lahirnya Undang-Undang No.62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan etnis
Tionghoa, (2) Bagaimanakah implementasi Undang-Undang No.62 tahun 1958 pada
masa pemerintahan Presiden Sukarno dengan masa Presiden Soeharto tahun 1959-
1998, (3) Mengapa terjadi persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan Undang-
Undang No.62 tahun 1958 pada masa pemerintahan Presiden Sukarno dengan masa
Presiden Soeharto. Tujuan penelitian ini untuk : (1) menghayati secara mendalam latar
belakang lahirnya Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan etnis
Tionghoa, (2) menganalisis implementasi Undang-Undang No. 62 tahun 1958 pada
masa pemerintahan Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto tahun 1959-1998, (3)
menganalisis persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 62
Tahun 1958 pada masa pemerintahan Presiden Sukarno dengan masa Presiden
Soeharto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yaitu 1)
Heuristik; 2) Kritik; 3) Interpretasi; 4) Historiografi.

Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 mencoba untuk
menyelesaikan masalah kewarganegaraan etnis Tionghoa dan pemerintah
mengeluarkan beberapa kebijakan agar mempermudah menyelesaikan masalah
kewarganegaraan etnis Tionghoa, hasilnya banyak etnis Tionghoa yang dapat
memperoleh kewarganegaraannya dari kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut.

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan etnis
Tionghoa pada awalnya prosesnya berlarut-larut dan memakan waktu yang lama,
maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menyelesaikan masalah
kewarganegaraan etnis Tionghoa, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat
diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Hal ini tidak menyurutkan etnis Tionghoa untuk

memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
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